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Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskanbentuk-bentuk kejahatan
pertambangan yang diakibatkan oleh kebijakan pemerintah di
Kabupaten Lumajang ditinjau berdasarkan peraturan-peraturan
yang ada. Kemudian menjelaskan model kebijakan penal yang
tepat dalam upaya menanggulangi kejahatan pertambangan
yang muncul akibat adanya kebijakan yang dikeluarkan
pemerintah tersebut. Penelitian hukum ini merupakan jenis
penelitian hukum normatif dengan dua teknik pendekatan, yaitu
pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan
pendekatan kasus (case approach).Hasil penelitian menunjukkan
bahwa dalam kasus tambang pasir besi di Kabupaten Lumajang
terdapat indikasi terjadinya beberapa bentuk kejahatan, yaitu
tindak pidana korupsi, tindak pidana lingkungan, hingga
kejahatan terhadap HAM. Untuk itu, beberapa kebijakan penal
mesti dilakukan, mulai dari pencabutan atas peraturan daerah
yang memberi peluang kejahatan pertambangan terjadi,
penindakan terhadap tindak pidana korupsi, tindak pidana
lingkungan, hingga penindakan atas pelanggaran HAM dengan
pendekatan represif. Selain itu, dalam rangka membahas aspek
ius constituendum-nya dari model kebijakan penal terhadap
kejahatan pertambangan, peneliti merekomendasikan bahasan
lebih lanjut secara komprehensif mengenai bentuk-bentuk
kejahatan tersebut serta kemungkinan penerapan Human Right
Due Deligence di masa yang akan datang.
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Abstract

The purpose of this study is to elucidate the forms of mining
crime resulting from government policy in Lumajang Regency
reviewed based on existing regulations. Then explains the
appropriate penal policy model in the effort to cope with mining
crime that arise due to the policy issued by the government. The
results showed that in the case of iron sand mining in Lumajang
district there were indications of several crimes, namely
corruption, environmental crime and crimes against human
rights. Therefore, several penal policies must be initiated, starting
from the revocation of Regional Regulation which gives
opportunity for mining crime to occur in Lumajang, the
prosecution of corruption crime, environmental crime to the
repression of human rights violation with repressive approach. In
addition to discussing the ius constituendum aspect of the penal
policy model against mining crime, the researcher recommends a
comprehensive discussion of these crimes and possible future
Human Right Due Deligence applications.

Keywords: Model of Penal Policy, Mining Crime, Government Policy,
Lumajang
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Pendahuluan

Fakta menunjukkan kegiatan
pertambangan dewasa ini semakin
menjadi perhatian dan memerlukan
pendekatan aspek yuridis untuk me-
ngurai persoalannya. Berbagai ma-
salah yang muncul akibat kegiatan
pertam-bangan di Indonesia menja-
di perhatian publik disaat penga-
turannya dinilai masih belum cukup
mumpuni untuk menanggulangi per-
saoalan yang ada. Hal yang serin-
gkali dialami dalam praktik kegiatan
pertambangan umum misalnya tu-
mpang tindih antara kegiatan perta-
mbangan umum dengan kegiatan
aktivitas perkebunan, pertanian,dan
kepentingan keberlangsungan hut-
an lindung.

Undang-Undang Nomor 11
Tahun 1967, Peraturan Pemerintah
Nomor 32 Tahun 1969 berikut pe-
raturan pelaksananya yang dike-
luarkan oleh Menteri Pertambangan
pada waktu itu mengatur beberapa
tahapan kegiatan, mulai dari penye-
lidikan umum, pertambangan ekspl-
orasi, eksploitasi, pengelolaan dan
pemurnian, produksi, pengangkut-
an, dan penjualan bagi pertambang-
an bahan galian strategis dan ba-
han galian vital. Pada saat itu, pe-
merintah daerah provinsi memiliki
kewenan-gan mengeluarkan Surat
Izin Pertambangan Daerah (SIPD)
bagi pertambangan bahan galian
bukan strategis dan bukan vital
(bahan galian C) atas lima usaha
pertambangan umum yang dilak-

sanakan secara bertahap berupa
SIPD Eksplorasi, SIPD Eksploitasi,
SIPD Pengolahan dan Pemurnian,
SIPD Penga-ngkutan, serta SIPD
Penjualan.*

Saat ini, adanya Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2009 ten-
tang Pertambangan Mineral dan
Batubara, terdapat beberapa bentuk
pengaturan berupa Izin Usaha Per-
tambangan di Wilayah Izin Usaha
Pertambangan (WIUP) dan tidak di-
pergunakan lagi Perjanjian Kontrak
Karya bagi investor pertambangan
umum yang mengajukan Izin Usaha
Pertambangan Umum. Selain lzin
Usaha Pertambangan (IUP), terda-
pat juga Izin Pertambangan Rakyat
(IPR) untuk melakukan aktifitas per-
tambangan di WPR (Wilayah Per-
tambangan Rakyat) dan IUPK atau
Izin Usaha Pertambangan Khusus
untuk melaksanakan aktivitas kegia-
tan pertambangan di WIUPK (Wila-
yah 1zin Usaha Pertambangan Khu-
sus), yang di sisi lain pelaksanaan-
nya coba disesuaikan dengan Un-
dang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Dae-
rah mengenai desentralisasi.
Namun disisi lain, otonomi daerah
seolah menimbulkan persoalan re-
lasional antara pem-erintah pusat
dan pemerintah daerah dalam
kewenangan pemberian izin, pem-
buatan kebijakan, pembuatan pera-
turan, hingga pembagian keuangan
antara pemerintah pusat dan
pemerintah daerah.?

'Adrian Sutedi, Hukum Pertambangan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), him. v.

2|bid, him. viii.
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Selain itu, peraturan daerah
memunculkan banyak persoalan ke-
tidakpastian dan risiko, terutama
berkaitan dengan interpretasi dan
implementasi berbagai peraturan,
membuka kemungkinan kemungkin-
an tindakan ko-ruptif dan lemahnya
penegakan hukum.?

Dalam konteks persoalan per-
tambangan yang muncul akibat ke-
bijakan pemerintah daerah, kasus
pemberian izin yang dilakukan oleh
Pemerintah Kabupaten Lumajang,
Jawa Timur, memunculkan banyak
persoalan. Tidak hanya menimbul-
kan polemik hukum, kasus ini juga
telah memicu tindakan anarkis yang
berujung pada hilangnya nyawa se-
seorang. Pemberian izin pertam-
bangan pasir besi yang melibatkan
pemerintah daerah, korporasi, dan
masyarakat tersebut hingga saat ini
dinilai masih menjadi persoalan
hukum yang rumit. Selain itu, dalam
kasus ini terindikasi juga adanya
tindak pidana atau kejahatan yang
dilakukan oleh pihak-pihak terkait.
Untuk diketahui, bahwa khusus ter-
kait kejahatan korupsi sendiri Komi-
si Pemberantasan Korupsi (KPK) di
tahun 2016 ini juga melakukan fo-
kus terhadap kejahatan korupsi di
sektor pertambangan yang jumlah
perkiraannya mencapai 3.966 izin
pertambangan bermasalah. Untuk
itu, perlu dilakukan upaya penega-
kan hukum dalam berbagai pende-
katannya, dan salah satu yang juga
penting adalah penggunaan kebija-
kan penal atau pendekatan hukum
pidana.

3Ibid, him. 34.

Hukum pidana yang dimaksud

dalam penelitian ini adalah hukum
pidana dalam arti ilmu, bukan
hukum pidana dalam arti norma-
norma. Hukum pidana dalam arti
ilmu adalah ilmu tentang hukumnya
kejahatan. Obyeknya berupa aturan
aturan hukum yang mengenai keja-
hatan atau yang bertalian dengan
pidana, dan tujuannya agar dapat
mengerti serta mempergunakan de-
ngan sebaik-baiknya serta seadil-
adilnya.*
Menurut Simon, limu hukum pidana
sebagai ilmu untuk mema-hami dan
mem-pelajari hukum yang sedang
berlaku pada suatu waktu dan
tempat tertentu (iusconstitutum)
maupun hukum yang akan dibentuk
atau hukum pidana yang masih
dicita-citakan (ius constituendum).®

Penelitian ini menilai perlunya
dilakukan kajian terhadap kebijakan
penal yang sudah ada untuk meng-
etahui bentuk kejahatan serta diikuti
analisis apakah sudah cukup komp-
rehensif sebagai upaya penanggu-
langan kejahatan pertambangan
yang dilakukan oleh pihak-pihak
terkait. Kejahatan yang dimaksud
meliputi semua jenis kejahatan
yang timbul akibat adanya kebija-
kan pemerintah, seperti penyalah-
gunaan wewenang para pejabat
pemerintah, kekerasan yang diaki-
batkan oleh konflik horizontal ma-
syarakat, kejahatan yang dilakukan
oleh korporasi, hingga korupsi da-
lam pemberian izin.

4Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2002), him. 13.
®Tongat, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan,
(Malang: UPT Universitas Muhammadiyah Malang, 2008), him. 17.
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Selain itu, kajian juga akan
dilakukan untuk memformulasikan
arah kebijakan penal yang tepat di
masa Yyang akan datang untuk
menjamin penegakan hukum, baik
yang berdimensi preventif maupun
represif. Berdasarkan beberapa hal
yang telah penulis ungkapkan maka
dalam penelitian ini dapat ditarik
beberapa rumusan masalah seba-
gai berikut: Bagaimanakah bentuk-
bentuk kejahatan pertam-bangan
yang diakibatkan oleh kebijakan
pemerintah di Kabu-paten Lumaja-
ng ditinjau berdasarkan peraturan-
peraturan yang ada? Bagaimana-
kah model kebijakan penal yang
tepat dalam upaya menanggulangi
kejahatan pertambangan yang mu-
ncul akibat adanya kebijakan yang
dikeluarkan pemerintah tersebut?
Untuk membuat uraian me-ngenai
kejahatan maka perlu kiranya dila-
kukan pembahasan mengenai teori
kebijakan kriminalisasi. Ari Wibowo
menguraikan beberapa landasan te-
oritis sebuah tindakan dapat dikla-
sifikasikan sebagai kejahatan, yang
untuk kemudian dibentuk kedalam
sebuah kebija-kan formulatif. Dalam
suatu kebijakan penanggulangan
keja-hatan dengan hukum pidana,
tahap kebijakan formulatif merupa-
kan tahap yang paling strategis.
Jika arah penanggulangan kejaha-
tan dengan sistem hukum pidana
hendak dilakukan melalui kebijakan
formulatif maka harus secara kom-
prehensif dituangkan ke dalam satu

sistem yang mapan. Keseluruhan
sistem hukum pidana yang diran-
cang itu pada intinya harus me-
ncakup tiga masalah pokok dalam
hukum pidana, yaitu masalah pe-
rumusan tindak pidana (krimina-
lisasi), Pertanggung jawaban pida-
na, serta aturan pidana dan pemi-
danaan.®

Kebijakan kriminalisasi me-
rupakan bagian dari kebijakan kri-
minal (criminal policy) dengan me-
nggunakan sarana hukum pidana
(penal) yang juga termasuk bagian
dari kebijakan hukum pidana (penal
policy).” Kebijakan kriminal bagi
pembuat kebijakan mempunyai ma-
ksud untuk memberikan perlindu-
ngan terhadap kepentingan hukum
tertentu yang tentu juga memiliki
relevansi dengan penelitian ini. Ke-
pentingan-kepentingan yang diatur
hukum dapat berupa kepentingan-
kepentingan umum (publik) atau
kepentingan-kepentingan  khusus
(privat). Sepanjang peraturan- pera-
turan hukum mengatur kepenti-
ngan-kepentingan umum maka ia
disebut hukum publik. Sepanjang
peraturan-peraturan hukum men-
gatur kepentingan-kepentingan pri-
vat maka ia disebut hukum perdata.
Termasuk dalam hukum publik ada-
lah hukum pidana.?

Barda Nawawi Arief memberi
uraian bahwa dalam menetapkan
perbuatan kriminal, perlu memper-
hatikan kriteria  umum sebagai
berikut.’

®Ari Wibowo, Kebijakan Kriminalisasi terhadap Tindak Pidana Hak Cipta Menurut Hukum Pidana
dan Hukum Pidana Islam, Skripsi lImu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta,

2008, him. 15-20.

"Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam
Penanggulangan Kejahatan, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003). him. 240.

8. J. Van Apeldoorn, Pengantar Hukum Indonesia, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2000), him. 171.

*Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barakatullah, Politk Hukum Pidana; Kajian Kebijakan
Kriminalisasi dan Dekriminalisasi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), him. 42.
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1. Apakah perbuatan itu ti-
dak disukai atau dibenci
oleh masyarakat karena
merugikan atau dapat
mendatangkan korban.

2. Apakah biaya mengkrimi-
nalisasi seimbang dengan
hasilnya yang akan dica-
pai. Artinya,cost pembua-
tan undang-undang, pe-
ngawasan, dan penega-
kan hukum serta beban
yang dipikul oleh korban,
pelaku, dan pelaku keja-
hatan sendiri harus seim-
bang dengan situasi tertib
hukum yang akan dicapai.

3. Apakah akan semakin
menambah beban aparat
penegak hukum yang ti-
dak seimbang atau nyata-
nyata tidak dapat diem-
ban oleh kemampuan
yang dimilikinya.

4. Apakah perbuatan-perbuat-
an itu menghambat atau
menghalangi cita-cita bang-
sa Indonesia sehingga me-
rupakan bahaya bagi kese-
luruhan masyarakat.

Terkait dengan uraian keja-
hatan sebagai dasar penentuan
kebijakan penal, senada dengan
pendapat di atas bahwa penentuan
suatu kejahatan minimal harus
memenuhi syarat sebagai berikut.*

1. Perbuatan tersebut harus me-
libatkan seseorang yang me-
ngakibatkan pada kerugian
terhadap orang lain. Jadi, ke-
rugian yang tidak disebabkan
oleh perbuatan orang lain,

misalnya disebabkan oleh
bencana alam maka tidak ada
unsur kejahatan didalamnya.

2. Perbuatan yang dilarang pada
suatu waktu tersebut dapat
dijalankan.

3. Pelaku kejahatan harus me-
miliki maksud yang sungguh-
sungguh

4. untuk melakukan perbua-tan
tersebut. Harus ada korelasi
antara kesengajaan perbua-
tan jahat dengan kerugian
yang ditimbulkan.

5. Untuk memidanakan sese-
orang harus ada aturan seca-
ra tertulis.

6. Dalam konteks tujuan hukum
pidana, perspektif teori tenta-
ng aliran-aliran pemikiran hu-
kum pidana memberikan tiga
konsep mengenai tujuan dia-
dakannya hukum pidana. Ko-
nsep tersebut termani-festasi
dalam tiga aliran pokok yang
pernah berkembang dalam
hukum pidana.

7. Konsep tersebut adalah Aliran
Hukum Pidana Klasik (Daad
Strafrecht), Aliran Hukum Pi-
dana Modern (Daader Stra-
frecht), dan Aliran Hukum Pi-
dana Neo Klasik/Neo Modern
(Daad-Daader Strafrecht).

Dalam hukum pidana dikenal
tiga teori tujuan pemidanaan, yaitu
teori pembalasan (retributive theory)
atau teori absolut, teori utilitarian
atau teori relatif, serta teori gabun-
gan.'!

Ari Wibowo, Kebijakan Kriminalisasi...Loc. Cit.
"Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori dan Kebijakan Pidana, (Bandung: Alumni,

1994), him. 10.
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Dalam rangka menghindari under
and overcriminalization kiranya pe-
rlu diperhatikan juga bentuk model
law yang dibuat oleh Organization
for Economic CoOperation and De-
velopment (OECD). Prinsip prinsip
tersebut meliputi:'?

1. Hukum pidana digunakan se-
bagai sarana terakhir sebagai
ultimum remidium. Namun,
kecenderungan saat ini, dunia
internasional sudah menga-
rahkan hukum pidana sebagai
primumremidium dikedepan-
kan (ultima ratio prinsiple).

2. Masing-masing ketentuan pi-
dana yang akan dibuat harus
secara tepat dan teliti meng-
gambarkan perbuatan yang
dilarang dan harus dihindari
perumusan yang bersifat sa-
mar atau umum (precision
principle).

3. Perbuatan yang dikriminalisa-
sikan harus digambarkan se-
cara jelas dalam ketentuan
hukum pidana (clearness pri-
nciple).

4. Menghindarkan  perumusan
yang bersifat global. Asas kul-
pabilitas menghendaki adanya
pertimbangan terhadap ke-
raguan yang disebabkan oleh
kepentingan yang dirusakkan,
perbuatan-perbuatan yang di-
lakukan, status tindak pidana,
dan sebagainya (principle of
difterentiation).

5. Perbuatan yang dilakukan
dengan kesengajaan. Krimi-
nalisasi perbuatan-perbuatan

culpa menyaratkan pembe-

naran khusus (principle of

intents).

6. Pemidanaan hanya dilakukan
atas permintaan si korban
(principle of victim applica-
tion).

Menurut Nils Jareborg bah-
wa yang dirancang melalui kebi-
jakan formulatif meliputi keseluruh-
an struktur sistem hukum pidana
(the structure of the penal sistem)
yang mencakup masalah kriminali-
sasi dan pidana yang diancamkan
(criminalization and threatened-
punishment), masalah pem-idanaan
(adjudication of punishment), dan
masalah pelaksanaan pidana (exe-
cution of punishment).*?

Berdasarkan teori-teori yang
dikemukakan di atas maka peneliti-
an ini memiliki arah untuk merumus-
kan klasifikasi kejahatan dan bagai-
mana konsep atau model penega-
kan hukumnya, yang keduanya me-
rupakan bentuk kebijakan penal.
Lebih dari itu, bahwa segala bentuk
pengaturan yang dilakukan apakah
melalui pendekatan hukum pidana
atau yang lainnya adalah bentuk
perlindungan terhadap kepentingan
negara dan semua yang menjadi
unsur didalamnya.

Hayatul Ismi dalam peneli-
tiannya yang berjudul ‘Hak atas
Tanah dalam Pengelolaan Sumber
Daya Alam Mineral dan Batu Bara’
memberikan  gambaran  bahwa
salah satu masalah yang terjadi
dalam proses pemberian izin usaha
pertambangan adalah bahwa usaha

**Muladi dan Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana, (Bandung: Alumni,

2007), him. 36-37.

®Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam
Penanggulangan Kejahatan, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), him. 214.
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pertambangan meliputi kegiatan
untuk menggali di bawah tanah, se-
dangkan tanah dipermukaan tetap
dilekatkan hak bagi pemiliknya.

Pengaturan semacam ini ten-
tu akan berdampak pada konflik
kepentingan, sehingga justru me-
munculkan masalah baru dalam
masalah pertanahan. Penelitian ini
cukup memberikan deskripsi bahwa
persoalan pertambangan cukup ko-
mpleks.*

Dalam lain hal, Zendy Johan
Wantania dalam penelitiannya yang
berjudul Penegakan Hukum ter-
hadap Pelaku lllegal Mining dalam
Upaya Perlindungan Lingkungan
Hidup mengemukakan pandangan-
nya bahwa meskipun sudah diben-
tuk peraturan perundang-undangan
sebagai upaya preventif, namun ti-
dak dapat dipungkiri bahwa keru-
sakan lingkungan hidup tidak akan
pernah terhindarkan akibat dari akti-
vitas penambangan. Oleh karena
itu, hal yang menurutnya penting
untuk dilakukan adalah penegakan
hukum di bidang pengawasan de-
ngan jalan membentuk tim-tim khu-
sus untuk melakukan pengawasan
dan penindakan dengan dasar hu-
kum yang sudah ada.15

Pada tataran teknis terkait pe-
mberian izin pertambangan, Josep
M. Monteir dalam penelitiannya
yang berjudul ‘lzin Pemanfaatan
Kawasan Hutan Negara untuk Per-

tambangan di Era Otonomi Daerah
mengemukakan masalah tumpang
tindihnya pemberian izin pertam-
bangan di level pemerintah pusat
hingga daerah yang menimbulkan
masalah tersendiri. Meskipun pene-
litian ini relatif sudah lama karena
dilakukan sebelum terbitnya Unda-
ng-Undang Nomor 4 Tahun 2009,
namun masalah yang digambarkan
memiliki kesamaan karena mengu-
sung ide yang masih relevan, yaitu
menjadikan sistem perizinan men-
jadi satu pintu atas nama kepen-
tingan nasional.16

Teuku Muzafar dalam tesis-
nya yang berjudul Penegakan Hu-
kum Pidana terhadap Pertambang-
an Tanpa lzin di Dhamasraya, Sun-
gai liat, dan Tanjung Pandan Suma-
tera Barat’ mengemukakan bahwa
masalah ini harus diselesaikan se-
cara hukum. Aparat penegak hu-
kum harus melaksanakan penega-
kan hukum pidana terhadap per-
tambangan tanpa izin.

Dari hasil penelitian tersebut
dapat disimpulkan bahwa penamba-
ngan tanpa izin dapat dicegah jika
aparat penegak hukum, pemerintah,
dan masyarakat bekerja sama men-
egakkan hukum terhadap pena-
mbang tanpa izin. Sementara itu,
hakim harus komitmen dan berani
melakukan terobosan hukum dalam
menangani berbagai perkara per-
tambangan.

14Hayatul Ismi, Hak atas Tanah dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Mineral dan
Batu Bara, Jurnal llmu Hukum, Volume 4, Nomor 2, Februari-Juli 2014, him. 242-251.

15Zendy Johan Wantania, Penegakan Hukum terhadap Pelaku lllegal Mining dalam
Upaya Perlindungan Lingkungan Hidup, Jurnal Lex Administratum, Volume Ill, Nomor 1, Jan-

Mar 2015, him. 85-94.

16Josep M. Monteiro, Izin Pemanfaatan Kawasan Hutan Negara untuk Pertambangan di
Era Otonomi Daerah, Jurnal Hukum Pro Justitia, Volume 24, Nomor 4, Oktober 2006, him.

387-394.
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Demikian pula, polisi dan jak-
sa harus memasukkan sangkaan
dan dakwaan tindak pidana lin-
gkungan hidup dalam perkara per-
tambangan dan kehutanan. Hal ini
penting disadari oleh aparat pene-
gak hukum karena hukum untuk
mengatur kepentingan masyarakat,
bukan untuk kepentingan perse-
orangan atau golongan. Hukum
juga menjaga hak-hak dan menen-
tukan kewajiban kewajiban anggota
masyarakatnya agar terciptanya
suatu masyarakat yang teratur, adil,
dan makmur. Dengan upaya ter-
sebut, maka penegakan hukum
terhadap tindak pidana pertam-
bangan dapat lebih optimal.*’

Fenty U. Puluhulawa dan
Nirwan Junus dalam penelitian
yang dibiayai oleh Dikti melalui
skema Hibah Bersaing dengan judul
‘Perlindungan  Hukum  terhadap
Usaha Pertambangan Rakyat di
Provinsi Gorontalo menguraikan be-
berapa hasil penelitiannya bahwa
angka ke-beradaan pertambangan
rakyat yang melakukan penam-
bangan secara illegal selalu me-
ningkat. Namun, dari uraian yang
dikemukakan penelitian ini justru
merekomendasikan adanya ke-
bijakan agar per-tambangan yang
ada dilegalkan melalui kebijakan di
level pemerintah daerah.*®

Pada tahun 2014, Diyas Jaya
Kusuma Wardana dan kawan-
kawan dalam penelitiannya yang
berjudul ‘Kewenangan Pemerintah
Daerah dalam Penegakan Hukum
terhadap Pertambangan Pasir Tan-
pa lIzin di Desa Teluk Dalam Keca-
matan Tenggarong Seberang Kabu-
paten Kutai Kartanegara’ mengurai-
kan bahwa dalam kaitannya dengan
per-aturan yang ada, penambangan
pasir yang dilakukan masihtidak
memperhatikan ketentuan-ketentu-
an yang berlaku.*®

Bila ditelaah penelitian ter-
dahulu jelas berbeda substansinya
dengan penelitian yang penulis
lakukan. Dengan demikian, pene-
litian ini merupakan persoalan yang
belum pernah disentuh penulis lain
(orisinil)  sehingga menghasilkan
kebaruan (novelty). Penelitian yang
akan dilakukan ini memiliki lingkup
masalah tersendiri. Selain karena
cukup menjadi perhatian publik,
pertambangan yang dipermasalah-
kan tidak dapat dikatakan illegal
karena didasarkan atas izin yang
diberikan oleh pemerintah, dalam
hal ini pemerintah daerah. Hal ini
tentu menjadi menarik jika dibahas
dalam kacamata hukum pidana, se-
hingga menjadi pijakan yang tepat
ketika hendak memformulasikan
kebijakan penegakan hukumnya.

YTeuku Muzafar, Penegakan Hukum Pidana terhadap Pertambangan Tanpa Izin di
Dhamasraya, Sungailiat, dan Tanjung Pandan Sumatera Barat, Tesis lImu Hukum, Program

Pascasarjana Universitas Andalas, 2014, him.

BFenty U. Puluhulawa dan Nirwan Junus, Perlindungan Hukum terhadap Usaha
Pertambangan Rakyat di Provinsi Gorontalo, Laporan Penelitian Skim Hibah Bersaing, Ditjen

Dikti, 2013, him. 10.

“Diyas Jaya Kusuma Wardana, dkk, Kewenangan Pemerintah Daerah dalam
Penegakan Hukum terhadap Pertambangan Pasir Tanpa lzin di Desa Teluk Dalam
Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara, Jurnal Beraja Niti, Volume

3, Nomor 7, 2014, him. 1-15.
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Perlu ada klasifikasi yang
jelas bahwa dalam konteks penega-
kan hukum untuk menindak dengan
didasarkan konstruksi hukum yang
jelas. Selain itu, uraian mengenai
prospek pengaturan di masa yang
akan datang juga menjadi hal yang

penting untuk dibahas dalam
penelitian ini.
Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah

penelitian hukum normatif. Peneliti-
an hukum normatif adalah suatu
proses untuk menemukan aturan
hukum, prinsip-prinsip hukum mau-
pun doktrin-doktrin hukum guna me-
njawab isu hukum yang dihadapi.?
Namun demikian, penelitian ini me-
makai dua pendekatan. Pendekatan
peraturan perundang - undangan
(statute approach) untuk mengana-
lisis tema sentralnya,?* serta pende-
katancase study, yaitu pendekatan
pada suatu peristiva hukum ber-
dasarkan kasus tertentu. Pendeka-
tan ini dipakai untuk memaparkan
fakta untuk dideskripsikan.

Sumber datayang diguna-kan
dalam penelitian ini data sekunder,
terdiri atas bahan hukum primer,
bahan hukum sekunder, dan bahan
hukum tersier.?

Bahan hukum primer, vyaitu
bahan-bahan hukum yang mengi-
kat. Bahan hukum primer dalam pe-
nelitian ini adalah Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2009, Kitab Unda-
ng-Undang Hukum Pidana (KUHP),
dan Undang-Undang Nomor 20 Ta-

hun 2001 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi. Bahan hu-
kum sekunder, yaitu bahan hukum
yang memberikan penjelasan men-
genai bahan hukum primer. Bahan
hukum sekunder dalam penelitian
ini terdiri atas buku, jurnal, artikel,
dan literatur lainnya yang berkaitan
dengan permasalahan yang diba-
has. Selain itu, bahan hukum se-
kunder juga akan digali melalui wa-
wancara kepada ahli serta bebe-
rapa pihak yang dianggap kompe-
ten dan relevan.

Fokus dalam penelitian ini adalah
indikasi-indikasi terjadinya tindak
pidana pada kegiatan pertam-
bangan pasir besi di Kabupaten
Lumajang dan penanggulangannya
melalui pendekatan kebijakan penal
(penal policy). Lokasi penelitian da-
lam penelitian ini adalah di Jakarta
dan di Kabupaten Lumajang, Jawa
Timur. Penelitian di Jakarta untuk
mengumpulkan data melalui per-
pustakaan dan pendapat ahli yang
bersifat kualitatif, sedangkan, peneli
tian di Kabupaten Lumajang untuk
mengumpulkan data yang berisi
fakta untuk mendeskripsikan per-
soalan yang ada sehingga dapat
dianalisis. Teknik pengumpulan
data yang digunakan dalam pene-
litian ini adalah studi kepustakaan
dan wawancara. Studi kepustakaan
(library research), yaitu mengumpul-
kan literatur yang berhubungan de-
ngan penelitian ini, kemudian diana-
lisis dan diambil kesimpulannya.

2peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2005), him. 35.
#ohnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Surabaya: Bayu

Media, 2005), him. 302-303.

*Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metodologi Peneltian Hukum, (Jakarta: Raja

Grafindo Persada, 2006), him. 35.
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Wawancara (interview), yaitu deng-
an mengajukan pertanyaan secara
langsung atau lisan kepada nara-
sumber penelitan guna memper
oleh data yang diperlukan sebagai
penunjang atau pelengkap data
dalam penelitian ini, sebagai data
kualitatif. Nara sumber dalam pene-
litian ini meliputi Pemerintah Daerah
yang memiliki kaitan dengan izin
pertambangan di Kabupaten Luma-
jang dan Lembaga Swadaya Ma-
syarakat (LSM) yang concern mela-
kukan advok-asi perkara tambang
pasir besi di Kabupaten Lumajang.
Teknik analisis data yang di-
gunakan dalam penelitian ini adalah
analisis deskriptif-kualitatif dan ana-
lisis deskriptif evaluatif. Analisis
deskriptif-kualitatif, yaitu penguraian
data-data yang diperoleh dalam
suatu gambaran sistematis yang
didasarkan pada teori dan penger-
tian hukum yang terdapat dalam
iimu hukum untuk mendapatkan
kesimpulan yang signifikan dan

ilmiah. Analisis deskriptif-evaluatif,
yaitu analisis yang bertujuan untuk
meng-gambarkan kondisi eksisting
dan regulasi yang ada saat ini,
kemudian dilakukan evaluasi berda-
sarkan kebutuhan melalui pende-
katan-pendekatan yang ditentukan
guna menentukan langkah kebija-
kan yang tepat di masa yang akan
datang.

Pembahasan

Dilansir dari situs resminya,
Kabupaten Lumajang merupakan
salah satu daerah yang berada di
wilayah bagian selatan Provinsi
Jawa Timur. Kabupaten Lumajang
terdiri dari 21 kecamatan dengan
batas-batas wilayah, yaitu sebelah
utara Kabupaten Probolinggo, se-
belah timur Kabupaten Jember,
sebelah selatan Samudera Indone-
sia, dan sebelah barat Kabupaten
Malang.Kabupaten Lumajang dalam
peta dapat dilihat pada gambar
berikut.

Gambar 1

il

1
g §
[

Peta Kabupaten Lumajang

Luas wilayah Kabupaten Lu-
majang adalah 1.790,90 km?, yang
dibagi menjadi 21 kecamatan, 195
desa, dan 7 kelurahan. Secara ge-
ografis, Kabupaten Lumajang bera-
da pada posisi 112°53' - 113°-23'

Bujur Timur dan 7°54" -8°-23
Lintang Selatan. Sebagian besar
wilayah Kabupaten Lumajang bera-
da di kawasan lereng Gunung
Semeru berada 1.000 meter di atas
permukaan laut. Sebagai mana pa-
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da umumnya kabupaten yang bera-
da di daerah selatan maka Kabupa-
ten Lumajang memiliki potensi yang
cukup besar pada sektor pertanian
dan pertambangan, meskipun be-
lum sepenuhnya dapat dieksploitasi
secara optimal. Meskipun peningka-
tan paling besar berikutnya pada
sektor sekunder dan tersier, namun
hal itu menunjukkan bahwa sektor
tersebut mengalami imbas kenaikan
karena disebabkan sektor primer
yang semakin berkembang.

Seiring dengan perkemba-
ngannya, sektor pertambangan di
Kabupaten Lumajang tidak Iluput
dari persoalan-persoalan hukum.
Persoalan hukum bukan hanya
terjadi pada pertambangan illegal,
namun juga yang mengantongi izin
pertambangan. Salah satu per-
soalan pertambangan yang muncul
di Kabupaten Lumajang, yaitu per-
soalan terkait aktivitas penam-
bangan pasir besi. Persoalan ini
semakin mencuat ketika terjadinya
kasus pembunuhan dan pengania-
yaan petani yang bernama Salim
Kancil di lokasi tambang pasir
Lumajang, Jawa Timur. Dalam kas-
us ini, polisi telah menetapkan 33
orang tersangka dari kasus penga-
niayaan dan penambangan illegal
pasir.

Berangkat dari persoalan ini,
peneliti melakukan analisis bebe-
rapa bentuk tindak pidana lain pada
aktivitas pertambangan pasir besi di
Kabupaten Lumajang.

Bentuk-bentuk Tindak Pidana
Pertambangan yang Berpotensi
Timbul Akibat Kebijakan Pe-
merintah Kabupaten Lumajang

1. Kejahatan terhadap Lingkungan
Salah satu kasus yang disorot di
Kabupaten Lumajang adalah kasus
tambang pasir yang dikelola oleh
PT Indo Modern Minning Sejahtera
(IMMS), yang merupakan konsor-
sium perusahaan finansial Hani
Group dan Siberian Mining Group,
keduanya bermarkas di Hong Kong.
IMMS mendapatkan izin pening-
katan yang semula IUP eksplorasi
menjadi IUP operasi produksi di
tahun 2010 melalui Surat Keputu-
san Bupati Lumajang Nomor: 503
1436/427.-14/2010. IMMS mengaju-
kan rancangan studi analisis me-
ngenai eksploitasi pasir besi di
Pantai Wotgalih, Lumajang. Ren-
cana eksploitasi ini ditentang sejum-
lah masyarakat. Salah satu indikasi
adanya tindak pidana di bidang
lingkungan akibat diterbitkannya izin
terhadap IMMS, yaitu ditetapkannya
Lam Chong San, Direktur Utama
IMMS, menjadi tersangka dengan
tuduhan gratifikasi terkait Amdal di
tahun 2012.

Pasca adanya persoalan ter-
hadap praktik pertambangan yang
dilakukan, beberapa bukti foto me-
mang menunjukan adanya pelang-
garan terhadap beberapa prinsip
yang harus dipenuhi pasca penam-
bangan. Seperti foto mengenai be-
kas tambang yang dibiarkan terbe-
ngkalai sebagai berikut.
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Gambar 2
Bekas kubangan tambang pasir besi

Berdasarkan data pemerintah
Kabupaten Lumajang, dibeberapa
bekas penambangan pasir besi
telah dilakukan rehabilitasi pesisir
pantai. Namun demikian, tentu bagi
penambang yang mendapatkan
izin, mestinya upaya tersebut meru-
pakan tanggung jawab yang harus
dilakukan oleh pengusaha, bukan
tanggung jawab yang justru dilaku-
kan pemerintah. Terkait penyelesai-
an persoalan lingkungan, Pasal 166
Undang-Undang Nomor 4 Tahun
2009 menyebutkan bahwasetiap
masalah yang timbul terhadap pe-

laksanaan IUP, IPR, atau IUPK
yang berkaitan dengan dampak li-
ngkungan  diselesaikan  sesuai

dengan ketentuan peraturan perun-
dang-undangan. Artinya, kejahatan
pertambangan yang mengakibatkan
kerusakan dapat ditindak berdasar-
kan hukum yang ada.

2. Kejahatan Korupsi

Dari data yang peneliti pe-
roleh, IMMS sebenarnya telah me-
ngantongi sertifikat Clear and Clean
(CnC) di tahun 2012. Namun, di
tahun itu pula indikasi korupsi
terkait Amdal sebagai salah satu
persyaratan teknis dilakukan oleh
IMMS dengan ditetapkannya direk-
tur utamanya sebagai tersangka di

tahun 2015. Hal ini tentu hanya
salah satu contoh potensi terjadinya
tindak pidana korupsi pada aktivitas
pertambangan di daerah, karena
beberapa potensi juga memungkin-
kan timbul dari izin-izin lain yang
diterbitkan sebelum tahun 2014. Hal
ini dikarenakan kewenangan pem-
berian izin di kabupaten masih me-
njadi kewenangan pemerintah ka-
bupaten pada waktu itu.

Peraturan Pemerintah Peng-
ganti Undang-Undang (Perppu) No-
mor 2 Tahun 2014 tentang Peme-
rintahan Daerah yang kemudian di-
sahkan menjadi Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2015 menentukan
bahwa bupati dan wali kota tidak
lagi berwenang menetapkan wila-
yah usaha pertambangan serta izin
usaha pertambangan (IUP) ke peru-
sahaan. Kewenangan itu kini hanya
dimiliki oleh gubernur dan pemerin-
tah pusat. Pemerintah provinsi ber-
wenang menetapkan WIUP di areal
tambang yang ada di wilayahnya.
Adapun daerah tambang lintas pro-
vinsi menjadi kewenangan pusat
yang diwakili Kementerian Energi
dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Di Provinsi Jawa Timur, pengajuan
izin usaha pertambangan diatur
dalam Peraturan Gubernur Jawa
Timur 49 tahun 2016 tentang
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Pedoman Pemberian Izin Bidang
Energi dan Sumber Daya Mineral di
Jawa Timur. Pada prinsipnya, dima-
napun kewenangan perizinan per-
tambangan itu berada, tetap saja
membutuhkan pengawasan sebagai
salah satu bentuk kontrol agar tidak
ada celah penyalahgunaan wewe-
nang, terlebih yang menjurus pada
tindak pidana korupsi.

3. Kejahatan terhadap Hak
Asasi Manusia

Timbulnya masalah yang di-
sebabkan protes masyarakat ter-
hadap IMMS terdapat indikasi bah-
wa beberapa prosedur tidak dilalui
dengan baik. Sebelum terbitnya Izin
Usaha Pertam-bangan, Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2009 me-
wajibkan untuk pemerintah daerah
sebelum memberikan izin agar me-
ngumumkan dan mensosialisasikan
terlebih dahulu kepada masyarakat
luas perihal aktivitas penerbitan izin
yang akan dilakukan. Dalam hal ini,
kepentingan masyarakat luas harus
menjadi pertimbangan.

Dalam kasus yang terjadi di
Kabupaten Lumajang ini, Komisi
Nasional Hak Asasi Manusia (Kom-
nas HAM) juga turun tangan.
Komnas HAM menyatakan bahwa
terbunuhnya Salim Kancil dan di-
aniayanya Tosan oleh aktor negara
merupakan bentuk pelanggaran ter-
hadap Undang-Undang Pengadilan
Hak Asasi Manusia.

Terjadi pelanggaran HAM
atas kehilangan hak hidup dan pela-
nggaran hak untuk tidak mendapat
perlakuan kejam. Dari data yang
peneliti peroleh, terhadap kasus ini
pemerintah daerah mengambil pe-

ran untuk melakukan rehabilitasi
lingkungan dan pemberian santu-
nan terhadap korban.

Kasus pembunuhan dan pe-
nganiayaan petani Salim Kancil di
lokasi tambang pasir Kabupaten
Lumajang adalah potret lain bahwa
aspek bisnis harus tetap memper-
hatikan kepentingan masyarakat
luas, terutama terkait dengan bisnis
per-tambangan yang dinilai sangat
berpotensi menimbulkan konflik ver-
tikal maupun horizontal. Oleh kare-
na itu, dalam bahasan teoritis mun-
cul beberapa konsep yang salah
satunya adalah Uji Tuntas HAM
(Human Right Due Diligence).
Konsep ini memiliki maksud dilaku-
kannya investigasi untuk mengu-
rangi resiko dampak HAM dari ke-
giatan perusahaan terhadap masya-
rakat yang berpotensi terdampak.

Model Kebijakan Penal terhadap
Kejahatan Pertamba-ngan yang
Memiliki 1zin

Menurut Undang-Undang No-
mor 4 Tahun 2009, sanksi pidana
memang sudah ditempatkan seba-
gai Ultimum Remi-dium (upaya ter-
akhir) yang sebelumnya didahului
sanksi-sanksi administratif. Hal ini
tentu sudah sesuai dengan tujuan
pemidanaan, yaitu menempatkan
kebijakan penal sebagai upaya
terakhir yang dapat ditempuh.
Sebagai upaya untuk mempermu-
dah skema penegakan hukum
pidana terhadap kejahatan pertam-
bangan maka peneliti memberikan
gambaran mengenai model kebijak-
an penal terhadap kejahatan per-
tambangan.
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1. Kebijakan penal bagi pem-
beri izin

Diketahui bersama bahwa
kriminalisasi terhadap pemberi izin
diatur dalam Pasal 165 Undang-
Undang Minerba. Seperti telah dike-
mukakan sebelumnya bahwa dalam
Undang-Undang Nomor 11 Tahun
1967 tentang Ketentuan-ketentuan
Pokok Pertambangan, tidak memu-
at kebijakan penal terhadap pembe-
ri izin. Tentu hal ini perlu diapresia-
si, namun demikian, arah pengatu-
ran yang lebih komprehensif harus
dilakukan dan terus mengikuti per-
kembangan zaman. Pasca otonomi
daerah, pejabat daerah maupun
pusat seringkali boros menggu-
nakan kewenangannya untuk me-
ngeluarkan begitu banyak izin tanpa
mempertimbangkan risiko lingkung-
an hidup dan konflik perebutan su-
mber daya alam.

Pengaturan dalam Pasal 165
Undang-Undang Nomor 4 Tahun
2009 menyebutkan bah-wa setiap
orang yang menge-luarkan I[UP,
IPR, atau IUPK yang bertentangan
dengan undang-undang ini dan me-
nyalahgunakan kewenangannya di-
beri sanksi pidana paling lama 2
(dua) tahun penjara dan denda
paling banyak Rp200.000.000,00
(dua ratus juta rupiah). Jika dilihat
dari cakupannya, maka arah kebija-
kan penal bagi pemberi izin tentu
tidak hanya pada hal yang terkait
teknis pemberian izin berdasarkan
Undang-Undang Minerba. Caku-
pan kebijakan penal bagi pemberi
izin dapat diperluas pada aspek-
aspek lain, seperti tindak pidana
korupsi, tindak pidana lingkungan,
dan tindak pidana lain yang memiliki
keterkaitan. Salah satu yang sering
kali disinggung, misalnya dengan

dalih ingin meningkatkan Pendapa-
tan Asli Daerah (PAD), para kepala
daerah sering dengan mudah mem-
berikan izin untuk usaha pertam-
bangan. Izin pertambangan yang di-
keluarkan sering dinilai tidak mela-
lui prosedur yang seharusnya. Po-
tensi terjadinya kolusi pemberian
izin yang dilakukan pemerintah dae-
rah juga sangat terbukaluas jika
dikaitkan dengan realitas besarnya
biaya politik bagi kepala daerah
ketika kampanye. Meskipun saat ini
pasca pemberlakukan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2015 we-
wenang pemberian izin pertam-
bangan berada di tangan peme-
rintah pusat dan gubernur, namun
demikian, tetap perlu ada pengawa-
san sebagai salah satu bagian dari
kebijakan penal pemberiizin agar
wewenang ini juga tidak disalah
gunakan.

2. Kebijakan penal bagi pelaku

usaha pertambangan

Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2009 menentukan bahwa
Izin Usaha Pertambangan (IUP),
Izin Usaha Pertambangan Khusus
(IUPK), dan Izin Pertambangan Ra-
kyat (IPR) dapat diberikan kepada
pihak-pihak meliputi badan usaha,
baik Badan Usaha Milik Negara
(BUMN), Badan Usaha Milik Daerah
(BUMD), maupun badan usaha
swasta. Koperasi dan perorangan
yang tercantum di beberapa pasal
undang-undang tersebut juga dapat
memperoleh izin usaha pertam-
bangan untuk izin pertam-bangan
rakyat. Seluruh pelaku usaha per-
tambangan diwajibkan untuk meme-
nuhi persyaratan administratif, per-
syaratan teknis, persyaratan lingku-
ngan, dan persyaratan finansial.
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Ketentuan-ketentuan lain lebih lan-
jut diatur dalam peraturan pelak-
sana.

Dari fakta yang peneliti temu-
kan, beberapa bentuk pelanggaran
terhadap ketentuan-ketentuan yang
ada seringkali terjadi. Salah satu
contoh, yaitu pelanggaran terhadap
aktivitas pasca tambang.

Beberapa lahan bekas per-
tambangan dibiarkan sehingga me-
miliki dampak kerusakan lingkung-
an. Oleh karena itu, diperlukan pe-
mbahasan yang luas terkait kebija-
kan penal bagi masing-masing pela-
ku usaha ketika melakukan pelang-
garan. Beberapa sanksi pidana bagi
pelaku usaha memang sudah diten-
tukan Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2009.

Bagi pelaku perorangan, ter-
hadap berbagai bentuk pelanggaran
diatur mulai dari Pasal 158 sampai
dengan Pasal 162. Namun demiki-
an, kebijakan penal yang ada pene-
kanannya lebih banyak kepada
pihak-pihak yang tidak memiliki izin
pertambangan atau dengan kata
lain illegal. Sebaliknya, terhadap pe-
laku usaha pertambangan yang
sudah mengantongi izin atau deng-
an kata lain memiliki izin pemerintah
seolah tidak banyak aspek yang
dapat dikenakan sanksi. Padahal,
berdasarkan penelusuran beberapa
aspek seperti kerusakan lingkungan
akibat kegiatan pasca tambang
yang tidak dilaksanakan juga acap
kali dilakukan oleh pelaku usaha
yang sudah mengantongi izin per-
tambangan.Bagi pelaku usaha yang
berbentuk badan hukum, Undang-
Undang Minerba menentukan da-
lam beberapa pasal. Pasal 163ayat
(1) menyebut ba-hwa dalam hal
tindak pidana sebagaimana dimak-

sud dalam hal ini dilakukan oleh
suatu badan hukum, selain pidana
pe-njara dan denda terhadap pen-
gurusnya, pidana yang dapat dija-
tuhkan terhadap badan hukum ter-
sebut berupa pidana denda dengan
pemberatan ditambah 1/3 (satu
pertiga) kali dari ketentuan maksi-
mum pidana denda yang dijatuh-
kan. Di ayat (2) disebutkan bahwa
selain pidana denda sebagaimana
dimaksud pada ayat (1),badan hu-
kum dapat dijatuhi pidana tamba-
han berupapencabutan izin usaha
dan/ataupencabutan status badan
hukum.

Jika dilihat ketentuannya,
kebijakan penal bagi pelaku usaha
pertambangan yang berbentuk ba-
dan hukum sudah diakomodir. Un-
dang-Undang Minerba sudah men-
cerminkan kebijakan penal ter-
hadap kejahatan pertambangan
yang dilakukan oleh korporasi.

Terkait teknis penegakan hu-
kumnya yang selama ini ada, Mah-
kamah Agung mengeluarkan Perma
Nomor 13 Tahun 2016 sebagai
bentuk acuan bagi penegak hukum
yang selama ini merasa kesulitan
menjerat tindak pidana yang dila-
kukan oleh korporasi. Namun demi-
kian, kiranya perlu diperluas caku-
pan dan potensi kejahatan pertam-
bangan yang dilakukan korporasi
sebagai bentuk model kebijakan
penal. Korporasi sangat berpotensi
melakukan pelanggaran pelangga-
ran di berbagai bidang, seperti
korupsi, lingkungan, penggelapan
pajak, hingga HAM.

Beberapa alternatif sanksi
bagi korporasi yang menurut penu-
lis dapat dijadikan rujukan seperti
yang diuraikan Jonathan Clough.
Pertama, perintah untuk mempubli-
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kasikan (adverse publicity orders),
yakni korporasi dengan biayanya
sendiri mempublikasikan kejahatan
yang telah dilakukannya, hukuman,
dan langkah-langkah pencegahan
terulangnya kejahatan tersebut.
Kedua, hukuman percobaan (corpo-
rate probation), yakni korporasi ha-
rus melakukan sesuatu dalam jang-
ka waktu tertentu dan pelaksanaan-
nya akan diawasi.

Ketiga, pemberian denda
(fines). Keempat, membubarkan
dan menghentikan kegiatan korpo-
rasi (incapacitation and re-straint).
Kelima, reparasi (reparation) yang
diyakini dapat memperbaiki keada-
an korban.?

Namun demikian, kiranya di-
perhatikan mengenai dampak ke-
harusan melakukan harmonisasi
regulasi di berbagai bidang. Untuk
itu, langkah yang juga perlu dilaku-
kan adalah harmonisasi dan unifi-
kasi regulasi di bidang pidana per-
tambangan secara komprehensif
dan tersusun dalam sebuah format
regulasi, mulai dari aspek adminis-
tratif hingga pidana. Selain itu, perlu
kiranya dilakukan analisis yang
lebih mendalam terhadap potensi

bahasan Human Right Due Diligen-
ce sebagai salah satu bentuk model
kebijakan penal terhadap kejahatan
pertambangan pada aspek HAM.

3. Model kebijakan penal
terhadap kejahatan perta-
mbangan

Model kebijakan penal terha-
dap kejahatan pertambangan harus
diarahkan pada dua bentuk umum.
Kebijakan penal harus seketika me-
mberikan upaya yang sifatnya rep-
resif dengan menegakkan hukum
yang sudah ada saat ini (ius
constitutum), namun tetap harus
mencari format ideal sebagai ben-
tuk perbaikan di masa yang akan
datang (ius constituendum). Di Ka-
bupaten Lumajang, beberapa upaya
represif sudah dilakukan pemerin-
tah daerah terhadap pertembangan-
pertambangan yang tidak memiliki
izin (illegal). Berdasarkan Surat
Edaran Bupati Lumajang Nomor:
180/327/427.12/2015 tentang peng-
hentian Penambangan lllegal Mine-
ral Bukan Logam dan Batuan di Ka-
bupaten Lumajang, tambang-tam-
bang yang ditertibkan dapat dilihat
pada tabel berikut.

23Nadya Meta Puspita, Book Review: Tanggung Jawab Korporasi Transnasional dalam
Pelanggaran Berat HAM, PJIH, Volume 3, Nomor 1, 2016, him. 24.
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Tabel 1
Daftar Tambang lllegal yang Ditutup
NO  TAHUN MINERAL Lo KABUPATEN mm':‘“mmm
Batuan (batu dan Pasir) Candipuro Lumajang 43{Ditutup
q st Batuan (Pasir] Pasirian Lumajang 20( Di tutup]
Batuan (batu dan Pasir) Tempeh Lumajang 23 (Di Tutwp )
Batuan {Pasir) Lumajang Lumajang 35(Ditutup |
Sartu Tempeh Lumagang, 24,5(Di tutup )
Situ Pasirian Lumajang 53 ( Di tutup}
2 215 St Candipuro Lumajang 22(Di tutup)
Sutu Pasrujambe Lumajang 5 {Di tutup )
Situ Pronojwo Lumaang 62{Ditutup )
Situ Candipuro Lumajang 100,75 {Di tutup )
Sirtu Tempeh Lumagang 9{Di tutup}
3 26 St Sumbersuko Lumajang 2(Ditutup )
Sirtu Pasirian Lumajang 2{ Di tutup)
Sty Pronojiwo Lumajang 1{DiTutup )

Terhadap pelaku usaha yang
mengantongi izin dan melakukan
pelanggaran, tindakan represif turut
ditangani oleh Kepolisian Daerah
Jawa Timur. Selain itu, dalam rang-
ka harmonisasi kebijakan di lingkup
pemerintahan Kabupaten Lumajang
dengan regulasi yang lebih tinggi,
pemerintah beserta DPRD Kabupa-
ten Lumajang membentuk Peraturan
Daerah Kabupaten Lumajang No-
mor 8 Tahun 2017 tentang Penca-
butan Atas 4 (empat) Peraturan Da-
erah, yang salah satunya adalah
Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun
2006 tentang Surat ljin Pertam-
bangan Daerah. Teknis pemberian
izin usaha pertambangan saat ini
dilakukan melalui Peraturan Guber-
nur Jawa Timur Nomor 49 tahun
2016. Mengingat aspek pertamba-
ngan yang memiliki kompleksitas
tersendiri maka kebijakan penal
terhadap kejahatan pertambangan
tentu juga harus menjadi salah satu
bahasan khusus. Model kebijakan
penal bagi kejahatan pertambangan
harus berorientasi pada dua hal.
Pertama, terkait pihak-pihak yang
bertanggung jawab. Kedua, terkait
hukum materil yang dikenakan.

Pihak-pihak yang dapat dijerat untuk
mempertangung jawabkan kejaha-
tan pertambangan yang disebabkan
oleh kebijakan pemerintah, yaitu
pemberi izin, pelaku usaha yang
berbadan hukum, baik korporasi,
koperasi, kelompok masyarakat,
maupun perorangan. Terkait materi-
nya, penegakan hukum terhadap
tindak pidana pertambangan me-
nyasar pada tindak pidana korupsi,
tindak pidana terhadap lingkungan,
tindak pidana terhadap HAM,
bahkan tindak pidana pada aspek
perpajakan.

Simpulan

Berdasarkan hasil bahasan,
dapat disimpulkan bahwa bentuk-
bentuk pidana atau kejahatan ter-
hadap pertambangan memiliki bebe-
rapa cakupan, mulai dari kejahatan
pertambangan yang berbentuk koru-
psi, kejahatan terhadap lingkungan,
kejahatan terhadap HAM, hingga
kejahatan terkait penggelapan pa-
jak. Model kebijakan penal ter-
hadap kejahatan pertambangan
harus diarahkan pada dua bentuk
umum. Kebijakan penal harus
seketika memberikan upaya yang
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sifatnya represif (ius constitutum),
namun tetap harus mencari format
ideal sebagai bentuk perbaikan di
masa Yyang akan datang (ius
constituendum). Terkait cakupan-
nya, model kebijakan penal bagi
kejahatan pertambangan harus ber-
orientasi pada dua hal. Pertama,
terkait pelaku. Kedua, terkait hukum
materil yang dikenakan. Kedua hal
tersebut ke depan harus diarahkan
pada pembentukan regulasi sebagai
bentuk kebijakan penal yang sifat-
nya komprehensif, dan atas dasar
kompleksitas kejahatan pertamba-
ngan, kiranya dibentuk lembaga
khusus yang melakukan pengawa-
san terhadap perizinan pertamba-
ngan sebagai salah satu upaya pre-
ventif terhadap kejahatan pertam-
bangan.
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